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BAB VI 

SARAN 

Saran yang dapat disampaikan dari hasil Praktek Kerja Profesi 

Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma 24 adalah sebagai berikut: 

1. Mahasiswa program Studi Profesi Apoteker harus dapat 

belajar cepat dan tanggap selama PKPA dan perlu lebih 

membekali diri dengan ilmu tentang obat-obatan, pelayanan 

kefarmasian di Apotek, baik dari segi klinis maupun 

manajemen apotek, serta peraturan perundang-undangan 

yang terkait. 

2. Mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker hendaknya 

berperan aktif dan antusias dalam melaksanakan seluruh 

kegiatan PKPA agar dapat memperoleh informasi, 

pengetahuan, dan keterampilan dalam pelayanan dan 

pengelolaan apotek guna membekali diri ketika harus terjun 

di dunia kerja. 

3. Mahasiswa program studi profesi Apoteker hendaknya 

berperilaku sopan dan memperlengkapi diri dengan 

kemampuan komunikasi yang baik sehingga mampu 

berkomunikasi dengan pasien, teman sejawat lain, maupun 

karyawan yang bekerja di apotek, baik yang merupakan 

tenaga teknis kefarmasian ataupun tidak. 

4. Apotek Kimia Farma 24 hendaknya menyediakan fasilitas 

ruang penyerahan obat dan KIE yang lebih besar karena 

melihat banyaknya pasien yang datang ke apotik, sehingga 

dalam penyerahan obat akan lebih cepat dan pasien tidak 

lama menunggu 
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